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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen seperti pemahaman
perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden
dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode penentuan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling (teknik sampling daerah), sedangkan
metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekalipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar
secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya. Sanksi pajak pengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi bagi ketidakpatuhan wajib pajak
membayar kewajiban pajaknya menjadi mereka patuh memenuhi kewajibannya.. Kualitas pelayanan
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang bersifat
membantu kelancaran wajib pajak memenuhi kewajibannya merupakan harapan dan kenyataan wajib
pajak yang harus dilaksanakan.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aimed to examine the effect of several independent variables such as understanding of
taxation, tax sanctions, and service quality on the dependent variable, namely MSME taxpayer
compliance in Semarang City. The sample used in this study was 99 respondents with data obtained
by distributing the questionnaires. The sampling method used in this study is cluster random sampling
(regional sampling technique), while the data processing method used by the researcher is multiple
linear regression analysis.

The results showed that the understanding of taxation had an insignificant negative effect on MSME
taxpayer compliance, even though MSMEs did not fully understand the taxes paid but they still
obeyed paying taxes. Tax sanctions have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance.
Sanctions for non-compliance by taxpayers paying their tax obligations so that they comply with their
obligations. Service quality has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. Services
that are helpful for the smooth running of taxpayers in fulfilling their obligations are the expectations
and reality of taxpayers that must be implemented.

Keywords: Tax Understanding, Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran publik kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (counter-achievement) yang dapat
ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2013). Ini berarti masyarakat sebagai wajib pajak tidak mempunyai pilihan
untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak demi pembangunan negaranya. UMKM
sebagai bagian dari masyarakat juga terkena kewajiban yang sama seperti wajib pajak
pribadi untuk taat membayar pajak.

Pajak Final PPh 23/UMKM yang mulai berlaku sejak Agustus 2018 hanya dibebankan
kepada pelaku UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun
beroperasi. Tujuan ditetapkannya Pajak UMKM adalah untuk meningkatkan kontribusi
UMKM terhadap penerimaan negara, melatih dan meningkatkan kesadaran bagi pelaku
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UMKM untuk membayar pajak sejak dini dan untuk kemajuan pelaku UMKM di masa
mendatang,.

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mencapai 2.000 per tahun. Dinas Koperasi
dan UKM Kota Semarang, mengatakan, pertumbuhan UKM di Kota Semarang sangat pesat.
Hal ini terlihat dari segi kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data UKM, saat ini terdapat
lebih dari 14.000 UKM (Tribunjateng.com, 2 Oktober 2018).

Wajib pajak UMKM dikenakan self assessment pajak penghasilan, artinya wajib
pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan menyatakan sendiri
pajaknya (Prawagis, dkk, 2016). Upaya peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar
pajak pemerintah juga telah memberikan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak
membayar pajak. Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa
penghapusan sanksi kepada administrasi perpajakan, namun belum mencapai hasil yang
diharapkan.

Penelitian sebelumnya oleh Mahfud (2017), Laraswati (2017), Ananda, dkk (2015),
Prawagis, dkk (2016) dan Imaniati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil penelitian Rusmawanti
dan Dewi (2015) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Laraswati (2017), Prawagis, dkk (2016), Imaniati (2016), Rusmawanti dan
Dewi (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian pada wajib pajak menyatakan (Mahdi dan
Wandi (2017) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Hasil penelitian Prajogo dan Retnaningtyas (2013) menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian
Laraswati (2017) dan Mahfud, dkk. (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak
berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak. kepatuhan.

Penelitian difokuskan pelaksanaan Pajak PPh Final 23/ Pajak UMKM yang mulai
diberlakukan sejak agustus 2018 dengan menekan pada variabel variabel independen berupa
Pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan sedangkan variabel
dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini populasi adalah
wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Tinjauan Pustaka

1) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Syahril (2012) menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pemahaman wajib
pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap
perpajakan penting untuk mengetahui sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak terhadap
peraturan yang berlaku juga rendah, karena meskipun wajib pajak tidak bermaksud untuk
mengabaikan kewajiban perpajakannya, namun wajib pajak tetap tidak dapat memenuhi
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kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak mengerti. hukum dan prosedur perpajakan,
hal ini akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Rusmawanti dan Dewi,
2015).

Harold Kelley (1972), yang mengembangkan teori atribusi menjelaskan pemahaman
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan, tentang perilaku
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori
pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman
langsung tentang peran pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dalam
membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Nayoan, 2016).

Penelitian Mahfud, dkk (2017), Laraswati (2017), Prajogo (2013), Prawagis, dkk
(2016) dan Imaniati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa apabila pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan
perpajakan dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan hasil yang positif maka
kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, maka hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:
H1:Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar aturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan perundang-undangan tidak
dilanggar (Prajogo, 2013). Jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi atau dipatuhi, maka
akan ada akibat hukum bagi wajib pajak. Akibat hukumnya adalah penerapan sanksi
perpajakan. Aplikasi ini berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang
melanggar aturan perpajakan schingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya (control belief). Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak
jika melihat sanksi pajak akan semakin merugikan mereka.

Sanksi pajak dipandang sebagai alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap
mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan kerugian yang akan diperoleh wajib
pajak jika tidak membayar pajak, maka secara otomatis akan membuat wajib pajak harus
berpikir jika tidak mau membayar pajak. memenuhi kewajiban perpajakannya (Pranadata,
2014). Motivasi wajib pajak sangat ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang
seberapa kuat sanksi perpajakan dapat mendukung perilaku wajib pajak untuk mematuhi
pajak.

Teori kepatuhan yang terkait dengan hukuman adalah bahwa setiap jenis pelanggaran
pajak, dari tingkat yang paling kecil hingga yang paling serius, memiliki ancaman hukuman
yang tersedia. Penerapan hukum yang adil oleh petugas pajak sangat diperlukan bagi wajib
pajak yang lalai dalam membayar pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong motivasi
wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi fiskal diperlukan agar
kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak dapat meningkat.

Penelitian Laraswati (2017), Prawagis, dkk (2016), Imaniati (2016), Rusmawanti, dan
Dewi (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan
sebagai berikut: H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
UMKM.
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3) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang
mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan evaluasi terhadap perilaku kepatuhan
wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial,
wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung tentang bagaimana
petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak (Siti Masruroh, 2013).

Swalayan di bidang perpajakan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak
oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena diselenggarakan
oleh instansi pemerintah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dalam
rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak mencari keuntungan (Mangonting, 2013).
Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi
pula tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga kualitas pelayanan memberikan hubungan
yang positif dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Prajogo dan Retnaningtyas (2013) menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan
pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H3 : Kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Metode Penelitian
1) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha yang memiliki usaha mikro, kecil dan
menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang berjumlah
14.841 (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang). Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan metode random cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel
wilayah yang digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber
datanya sangat luas, misalnya populasi suatu negara, provinsi atau kabupaten (Sugiyono ,
2017), jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 10% yaitu: 99 UMKM penyumbang di
kota Semarang, sampelnya ada di setiap kecamatan.

2) Pengukuran Variabel

Pemahaman Perpajakan (X1) Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang
perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Nugroho, 2012)
a. Pemahaman tentang Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui
sosialisasi yang dilakukan KPP
Sanksi Pajak (X2) Pajak merupakan pengenaan bagi wajib pajak yang menyampaikan
SPT tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjang

o pe

surat pemberitahuan, jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU
KUP No. 28 tahun 2007.
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Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik
wajib pajak.

e. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

/e o

Kualitas Pelayanan (X3) Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan
memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan yang memuaskan,
dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan kesopanan, dan sikap yang
dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak (Prajogo, 2013)

a. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.

b. Petugas pajak bersifat sopan dalam melayani wajib pajak.

c. Petugas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang hak dan
kewajiban perpajakan.

d. Petugas pajak memberikan informasi dan solusi kepada wajib.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam perpajakan merupakan suatu kedisiplinan
yang tercermin dari wajib pajak yang menaati aturan perundang-undangan perpajakan
(Noviari, 2012)

a. Wajib pajak memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak
. Selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu.
Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya
Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan
pemeriksaan.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomina sosial. Variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak,

°oao o

Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan Skala Likert
lima poin, dimana skor 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan skor 5 (Sangat Setuju)
(Sugiono2017).

3) Metode Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan data umum mengenai
pengusaha UMKM di Kota Semarang. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM.
Penyebaran kuesioner dilakukan selama bulan Februari dengan cara membagikan dan
menunggu keusioner terisi oleh setiap pengusaha UMKM yang ada di Kota Semarang.

4) Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh dari variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas
pelayanan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Y =a+biX1+ bXo+ bsXs+ e

Keterangan :

Management & Accountancy in Practice Journal
107



Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang
ISSN: 2302-2752,

E-ISSN: 2722-0494

Vol. 2 No. 2 2021

Edisi Oktober

Y : Kepatuhan Wajib Pajak
o : Konstanta
bi,bs, b3 : Koefisien regresi

Xy
Xo
X3

: Pemahaman Perpajakan
: Sanksi Pajak
: Kualitas Pelayanan

e : Standar eror

4.

1)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

9 orang (9,1%) memiliki latar belakang pendidikan SMP, 40 orang (40,4%)
memiliki latar belakang SMA, 28 orang (28,3%) memiliki latar belakang pendidikan
D3, dan 22 orang (22,2%) memiliki latar belakang pendidikan S1. Dapat disimpulkan
mayoritas wajib pajak UMKM di Kota Semarang, yaitu sebanyak 40,4% memiliki latar
belakang pendidikan SMA.Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya
pengusaha dari pendidikan SMA yang kurang mengetahui dan memahami tentang
kewajiban perpajakan.

Wajib pajak UMKM di Kota Semarang yaitu sebanyak 42,4% memiliki persepsi
bahwa wajib pajak UMKM di Kota Semarang memiliki pengetahuan dan
pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sangat baik.
49,5% memiliki persepsi setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa selama ini wajib
pajak UMKM di Kota Semarang memiliki pengetahuan dan pemahamannya baik
mengenai sanksi perpajakan. 35,4% wajib pajak UMKM di Kota Semarang memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak yang
baik.

Wajib pajak UMKM di Kota Semarang yaitu sebanyak 33,3% memiliki persepsi
dalam menerima sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak hal
wajar. 36,4% memiliki persepsi dalam menanggapi sanksi pidana yang dikenakan bagi
pelanggar aturan pajak cukup berat. 36,4% memiliki persepsi dalam menanggapi
pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib
pajak.

Wajib pajak UMKM di Kota Semarang yaitu sebanyak 38,4% memiliki persepsi
dalam menerima pelayanan petugas pajak yang telah memberikan pelayanan pajak
dengan baik. 30,3% memiliki persepsi petugas pajak bersifat sopan dalam melayani
wajib pajak. 40,4% memiliki persepsi petugas pajak memberikan penyuluhan kepada
wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan. sebanyak 31,3% memiliki persepsi
petugas pajak memberikan informasi dan solusi kepada wajib pajak.

40,4% Wajib pajak UMKM di Kota Semarang memiliki persepsi wajib pajak harus
memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. 40,4% memiliki
persepsi bahwa wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 32,3% memiliki persepsi bahwa wajib pajak selalu melaporkan SPT yang
telah diisi dengan tepat waktu. 34,3% memiliki persepsi menghitung pajak penghasilan
yang terutang dengan benar dan apa adanya. 34,3% memiliki persepsi bahwa wajib pajak
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2)

selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan
pemeriksaan.

Persamaan regresi yang dari tabel Uji Regresi Linier Berganda adalah Y = 4,002 -
0,053X; + 0,384 X,+ 0,633 Xz +e

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pemahaman Perpajakan

X, = Sanksi Pajak

X3 = Kualitas Pelayanan

e = Standar Eror

Nilai koefisien regresi pemahaman fiskal adalah -0,053. Hal ini menunjukkan bahwa
jika variabel bebas lainnya tetap dan pemahaman perpajakan baik, maka kepatuhan
wajib pajak akan menurun. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,384. Hal ini
menunjukkan bahwa jika variabel bebas lainnya tetap dan sanksi perpajakan mengalami
peningkatan, maka wajib pajak akan lebih patuh. Nilai koefisien regresi kualitas
pelayanan sebesar 0,633. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya
tetap dan kualitas pelayanan meningkat maka wajib pajak akan lebih patuh.

Pembahasan

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, hipotesis pertama dapat diterima
dengan nilai koefisien regresi -0,053 dan dapat diketahui bahwa uji t yang telah
dilakukan diperoleh nilai signifikansi untuk variabel pemahaman pajak sebesar 0,291 >
0,1. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Artinya jika tingkat pemahaman
wajib pajak terhadap pajak baik maka tidak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari tanggapan responden,
tanggapan responden setuju sepenuhnya bahwa nilai tertinggi untuk variabel
pemahaman perpajakan adalah indikator pemahaman kepemilikan NPWP, yaitu 51,5%.
. Meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak pedagang rendah,
mereka memiliki motivasi pajak yang tinggi. Hal ini karena meskipun pengetahuan dan
pemahaman mereka tentang pajak rendah, mereka tahu bahwa membayar pajak adalah
wajib bagi warga negara dan ada hukuman yang akan dikenakan jika mereka tidak
membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sochi Rusmawanti dan Dewi Kusuma
Wardani (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka hipotesis kedua dapat
diterima dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,127 dan dapat diketahui bahwa uji-t
yang dilakukan telah memperoleh nilai signifikansi untuk variabel tersebut. dari
pemahaman pajak. 0,000 < 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan

Management & Accountancy in Practice Journal
109



Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang
ISSN: 2302-2752,

E-ISSN: 2722-0494

Vol. 2 No. 2 2021

Edisi Oktober

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota
Semarang. Artinya tingkat sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak
menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak menjadi faktor yang membuat wajib pajak
patuh dalam membayar pajak kepada UMKM. Sanksi perpajakan yang dikenakan
kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak
sebagai penghalang untuk tidak mengulanginya lagi (kontrol keyakinan).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Josephine Nidya
Prajogo (2013), Febirizki Damayanty, dkk (2016), Zaen Zulhaj Imaniati (2016) dan
Sochi Rusmawanti & Dewi Kusuma Wardani (2015) yang menegaskan bahwa sanksi
fiskal memiliki pengaruh efek positif. dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka hipotesis ketiga dapat
diterima dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,633 dan dapat diketahui bahwa uji-t
yang dilakukan telah memperoleh nilai signifikansi untuk kualitas. dari variabel
layanan. 0,000 < 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.
Artinya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak menentukan
tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi mendukung kualitas pelayanan perpajakan, karena jika kualitas
pelayanan yang diberikan fiskus baik dan sangat memuaskan bagi wajib pajak maka
persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi positif atau
mengarah ke arah yang baik dimana wajib pajak akan selalu memenuhi kewajiban
perpajakannya. Hal ini mungkin menjadi alasan mendasar bagi wajib pajak untuk
mematuhi kewajiban perpajakannya terkait dengan kualitas pelayanan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Josephine Nidya Prajogo (2013)
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan
membayar pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dianggap
mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak merasa
puas dengan pelayanan yang diberikan fiskus, maka wajib pajak akan merasa senang
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan yang baik akan
meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan,
sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pemahaman pajak berpengaruh negatif dan dapat diabaikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang, sehingga hipotesis yang
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menyatakan bahwa pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak
ditolak. wajib pajak UMKM.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sehingga hipotesis yang ditetapkan
bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM diterima.

3. Kaualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
kota Semarang, dengan demikian hipotesis yang ditetapkan bahwa
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
diterima .
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Lampiran
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients®
Model Unstandardized | Standardized t Sig. Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
(Constant) 4,002 1,263 3,168 ,002
1 Pemahaman Perpajakan -,053 ,050 -,0491 -1,061| ,291 9841 1,016
Sanksi Pajak ,384 ,104 ,4041 3,700 ,000 175 5,718
Kualitas Pelayanan ,633 ,135 S131 4,706 ,000 ,176| 5,689

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data primer yang diolah, 2019
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